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Dalam rangka mendorong pengoptimalan
penggunaan produk dalam negeri pada
belanja  pemerintah  maka diterbitkan
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018

M ENTERI tentang Pemberdayaan Industri yang salah

satunya mengatur hal tersebut.

P E R I N D USTR IAN Kewajiban menggunakan produk dalam

negeri berlaku kepada lembaga Negara,
kementerian, lembaga pemerintah lainnya,

H BUMN maupun BUMD. Buku ini disusun
Dr. Agus Gumlwang untuk memberikan informasi kepada seluruh
Kartasasmita, M.Si.

penggunaan produk dalam negeri mulai dari
proses hingga realisasi dari perencanaan
dan i

"Kewajiban menggunakan

Kebutuhan akan informasi besaran nilai

produk dalam negeri berlaku TKDN produk dalam negeri dirasakan

semakin meningkat  seiring dengan

kepada lembaga Negara, jasa yang

. mensyaratkan penggunaan sertifikat TKDN

kemente"an: Iembaga yang dikeluarkan oleh kementerian yang
pemerintah lainnya, BUMN membidangi perindustrian.

maupun BUMD." Kehadiran buku saku ini dil dapat

menjawab kebutuhan akan informasi terkait

kebijakan Program P3DN yang semakin

meningkat ~ seiring dengan  banyaknya
jasa yang

penggunaan produk bersertifikat TKDN.
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PENDAHULUAN

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

LATAR

Untuk  pemberdayaan  industri
dalam negeri, pemerintah perlu
meningkatkan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut
perlu dukungan semua pihak,
terutama dari perangkat hukum
yang bersifat waijib. Oleh
karenanya, beberapa peraturan
telah diterbitkan dan mewajibkan
penggunaan produk dalam negeri
digunakan oleh:

* K/L/PD apabila sumber
pembiayaannya berasal dari
APBN, APBD termasuk pinjaman
atau hibah dari dalam negeri
(DN) atau luar negeri (LN);

* BUMN, BUMD, Swasta vyang

pembiayaannya berasal dari
APBN, APBD dan/atau melalui
pola kerjasama antara
Pemerintah dengan swasta
dan/atau mengusahakan
sumber daya yang dikuasai
negara.

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian

BELAKANG

Pemerintah berharap untuk
proyek-proyek yang akan
dilaksanakan dalam Pengadaan
Barang/Jasa, lebih banyak

menggunakan bahan dan jasa dari
dalam negeri. Untuk itu, maka
penilaian  penawaran  peserta
pengadaan barang/jasa tidak hanya
dari segi teknis dan harga tapi juga

dari  Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) yang dikandung oleh
barang maupun  jasa  yang

ditawarkan oleh penyedia.

Implementasi program P3DN dinilai
dapat memberikan ruang bagi
industri nasional untuk
meningkatkan kapasitas produksi
serta kualitas barang dan jasa yang
dihasilkan, sehingga mampu
bersaing secara mandiri di pasar
internasional. Sedangkan, dalam
aspek untuk mengurangi
ketergantungan pasar domestik
terhadap produk impor, P3DN juga
menjadi proteksi tambahan
terhadap potensi pelemahan nilai
tukar.



TUJUAN
P3DN

Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan kesempatan kerja

3. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada
akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga
mampu bersaing di pasar dunia

4. Penghematan devisa negara

5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar
napari melalui pengoptimalan belanja gaima i tal-

SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

Sasaran Strategis Program Penimgkatat “zrzzargan Hrodak
Dalam Negeri tertuang pada Renzar.a dkpategis <emeritesizn
Perindustrian Tahun 2020 - 202

Sasaran strategis ketiga (SS-3) wwii, dxrn wivupmi wilnuhi
“Meningkatnya Kemampuan Indust# Calarri Negsii’, dengari
indikator kinerja:

* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata
Im-timbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49
p:rrsen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.

= Mgisentase nilai capaian penggunaan produk dalam
nageri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
fada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen
menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.

¢ Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku

pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk

tersertifikasi menjadi  sebanyak 8400 produk

tersertifikasi pada tahun 2024.




DASAR HUKUM

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian
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KEWAJIBAN

PENGGUNAAN PRODUK

Hath DALAM NEGERI

e Seslai dengan Peratrsn “emeiintaly MoTor

B S ) 24 Tahun 2018 dan Peratarar Presiden
Mamar 12 Tahur 2021
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TIM NASIONAL P3DN

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian

Pemerintah terus membangun daya saing industri nasional yang berbasis pada
kemampuan kompetitif sumber daya manusia dan keunggulan komparatif
sumber daya alam. Namun demikian, industri nasional akan tumbuh dan
berkembang jika produknya digunakan, baik untuk mencapai skala ekonomi
maupun peningkatan kualitas produk.

Salah satu langkah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah
dengan membentuk Tim Nasional P3DN. Pembentukan Tim Nasional P3DN
didasarkan oleh peraturan-peraturan sebagai berikut :

KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 24 TAHUN 2018

Pada Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 2018 mengatur tentang
pembentukan Tim Nasional P3DN.
Selain itu, juga tertuang susunan Tim
Nasional P3DN.

KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR MARITIM
NO. 52 TAHUN 2022

Menteri Koordinator Bidang Maritim
selaku Ketua Timnas P3DN Nomor 52
Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja
Tim Nasional P3DN.
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Dji Mengoordinasik penyelesaian per lahan yang timbul terkait

v+ dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai
TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen yang dimiliki oleh
produsen barang /jasa.

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua : Menteri Koordinator
Bidang Maritim

‘Wakil Ketua : Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian

Ketua Harian : Menteri
Perindustrian

et HITTE 17 Hage Menteri Keuangan Menteri Pertanian

RPN BTN Menteri ESDM Menteri Perhubungan
AT N iy - Menteri PUPR Mendikbud
L= LA Menkominfo Menteri‘ BUMN
FH LA T L Jaksa Agung Sekretaris Kabinet
Kepala BPPT Kepala‘ BKPM Kepal; BPKP
Kepala LKPP Kepala KPPU Ketua Umum KADIN

* Tim Nasional P3DN melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi,
dibantu oleh Sekretariat

* Ketentuan lebih lanjut akan ditentukan oleh Menko Maritim sebagai
Ketua Tim Nasional P3DN

* Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden sekali dalam 6 bulan,
atau sewaktu-waktu diperlukan
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Tugas Pokja Pemantauan :

+ menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim
P3DN lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim
P3DN badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang diwajibkan
menggunakan produk dalam negeri;
menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam
negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian;
memonitor, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan  kewajiban
penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
asa melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungj engadaan
a Produk Dalam Negeri dan pelaksanaan pp

pelaksanaan tugas kepada

D.2. POKJA TKDN

Ketua : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri,
Kementerian Perindustrian

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris : Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian

Anggota : 17 Anggota

Tugas Pokja TKDN :

* melakukan pengawasan terhadap konsistensi nilai TKDN, dan keberlakuan
sertifikat TKDN serta mensinkronkan dengan Daftar Inventarisasi Barang
dan Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

» melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai
sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

« menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimilliki dan /atau
usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian; dan

« menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN
melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.




D.3. POKJA SOSIALISASI

Ketua : Deputi Bidang Koordinz«i Teaisinz i ilan Tz
Kementerian Koordinary: Zicang Zamerzimer Ao Iwsmes

Wakil Ketua  : Direktur Jenderal Perdzy;myim Salim Mspe Eeme=teTan

Perdagangan

Sekretaris : Direktur Jenderal IndusL-i iz wias wnpisli e &
Kementerian Perindusgran

Anggota : 31 Anggota

Tugas Pokja Sosialisasi :

negeri kepada PenggunaProduk Dalg .z xeazil;

« melakukan promosi dan sosialisasi =eng=nai produscalam megsd fepird
masyarakat, termasuk melaluiprogirim v |
kecintaan kebanggaan, dan kegemar;

+ menyediakan jawaban atas pertanyu.i il
atau masyarakatterkait pelaksanaan: 15

« memberikan akses informasi produle i zitym mesee= ==
« menyampaikan laporan pelaksanaary iy s-x b p=a'snkil L0 Mo il Fiiles
melalui Ketua Harian TimNasional P,
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IMPLEMENTASI P3DN

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian

ISU
STRATEGIS

Dalam Pemantauan dan Pengendalian Pengadaan

"Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap

per dan pelak P daan Barang/Jasa"
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Pasal 58 Ayat (1).
Dok y HPS || Proses dan
Pemilihan Penilaian kualifikasi Penerapan Sanksi

Front End Engineering
Design (FEED) tidak
memperhatikan
kemampuan industri
dalam negeri

Spesifikasi kebutuhan

tidak
mempertimbangkan
kemampuan industri
dalam negeri dan
memakai standar teknis
minimum.

Penentuan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS)
masih berdasarkan
stockist dan harga
dumping serta harga
yang direkayasa.

tidak berpihak pada
produk dalam negeri

Evaluasi penawaran
masih subyektif

Pemenang hanya
mempertimbangkan
harga terendah

Sanggah tidak
ditanggapi

Dalam lelang ulang,
cenderung melibatkan
produk impor

Pelaksanaan
monitoring tidak
dilakukan secara
terstruktur

Rencana Aksi

Melakukan
pengawasan dan
pengendalian proses
penyusunan dokumen
perencanaan dan
dokumen tender agar
FEED dari spesifikasi
kebutuhan disesuaikan
Kapasitas produksi
industri dalam negeri.

Rencana Aksi

Penentuan HPS (Harga
Perkiraan Sendiri) agar
disesuaikan harga
internasional dan harga
produk dalam negeri.

Rencana Aksi

Jika TKDN >25% wajib
dipergunakan, dilarang
impor

Rencana Aksi

Monitoring proses
kontrak, progres dan
akhir pelaksanaan
proyek untuk
pengendalian preventif
dan melaksanakan
penerapan sangsi
Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2018 bila
komitmen tidak
dipenuhi




OPTIMALISASI TKDN DALAM
PROSES PENGADAAN

EEENNNN TAHAPAN PERENCANAAN

Tabel Tahapan Perencanaan Pengadaan

1 PA/KPA
Kebutuhan Berisikan identifikasi terhadap kebutuhan
barang/jasa.
Penetapan 2. Penetapan Barang/Jasa PPK
Barang/Jasa Setelah  kebutuhan dapat diuraikan,
" " " N kemudian dilakukan penetapan Barang /
N hd N hd Jasa untuk pengadaan. Selanjutnya
ilakuk: I; inf i
(PR 2] TENDER KONTRAK OPERATION i‘:nge::i P y::;a/a‘;‘:‘;‘:;j
PERENCANAAN q q
LR Tt « Persyaratan  Monitoring TKDN Verification tkdn.kemenperin.go.id.
. memperum angkan .
kemampuan Industri Barang &  Komitmen TKDN * Shop Inspection / FAT / Dalam penentuan Spesifikasi Teknis /
Jasa Dalam Negeri: « Implementasi Harga Witness Kerangka Acuan Kerja (KAK) disyaratkan
. . Evaluasi Penawaran sebagai berikut :
Kontre;ktor Dzlalam Negeri — 1.menggunakan produk dalam negeri,
* Konsultan Dalam Negeri PPK h: nakar duk
« Fabricator Dalam Negeri ~ * Target TKDN dalam :‘:;Zl‘ime:fag:ﬂa a:n g:zd:k
« Shipyard Dalam Negeri Kontrak bernilai TKDN + BMP > 40%;
« Barang Produksi Dalam 2.menggunakan produk bersertifikat
Negeri SNI; dan
2. Untuk Nilai Pengadaan 3..rnemak.sm.|.alkan penggunaan produk
industri hijau.
Besar, bila perlu:
* Dilakukan Assessment P cara pan cara pengad PPK,
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Pelaku
Pengadaan




Pelaku

Penetapan jadwal
pengadaan

Penetapan
anggaran
Pengadaan
Barang/Jasa.

TAHAPAN PERENCANAAN NN TAHAPAN TENDER

Penetapan jadwal pengadaan

a. Perencanaan pengadaan yang
dananya bersumber dari APBN
dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
setelah penetapan Pagu Indikatif.

b. Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari APBD
dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah) setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).

PPK

PPK

Pelaksanaan
Kualifikasi;

Tabel 5. Tahapan Tender Pengadaan

Menentukan perusahaan atau calon
peserta tender yang memenuhi kualifikasi
dengan melihat kemampuan produksi
dalam negeri, dan mengacu kepada
produksi dalam negeri.

dan/atau
Undangan;

Pendaftaran dan
Pengambilan
Dokumen
Pemilihan;

Terdigvian
Parielis s

dan mengundang calon
peserta tender yang telah memenuhi
kualifikasi dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

Apabila sudah ada perusahaan dalam
negeri yang memiliki kemampuan dan
TKDN + BMP minimal 40%, maka yang
diundang adalah perusahaan dalam
negeri.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pemilihan;

: Pelaku

POKJA

POKJA

Penyedia

FaFLh

=




q Pelaku

Penyampaian
Dokumen
Penawaran;

Evaluasi
Dokumen
Penawaran;

Penetapan dan
Pengumuman
Pemenang; dan

Sanggah.

TAHAPAN TENDER SN TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaku

Pengajuan proposal teknis. Untuk proyek
yang dianggap kecil nilainya, perusahaan
biasanya tidak mengisyaratkan biaya
tender. Tetapi untuk proyek yang
dianggap besar biasanya ada biaya tender
yang bisa dicairkan jika proses tender
selesai.

Mengevaluasi dokumen penawaran yang
disubmit oleh peserta tender yang
didalamnya terdapat komitmen TKDN
untuk tender barang/jasa yang dimaksud.

P pan dan
dan

Apabila ada peserta tender yang tidak
setuju dengan hasil pengumuman
pemenang tender, maka diperbolehkan
untuk melakukan sanggahan dengan
dilengkapi dokumen pendukung.

POKIJA

POKIJA

PPK

Penyedia

Penetapan Surat

Penunjukan maka PPK akan menetapkan surat
Penyedia penunjukan  penyedia  barang/jasa
Barang/Jasa (SPPBJ)
(SPPBJ);
Penandatanganan Penyedia barang/jasa kemudian akan
Kontrak; menanda tangani kontrak bersama
dengan PPK. Dalam hal belum tersedia
atau tidak cukup tersedia anggaran
belanja yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja
yang tersedia untuk kegiatan yang
dibiayai APBN/APBD, maka PPK dan
Penyedia barang/jasa tidak boleh
melakukan kontrak kerjasama.
Pemberian Uang  Pemberian uang muka bisa dilakukan
Muka; berdasarkan kontrak kerjasama yang di
tanda tangani sebelumnya oleh PPK dan
Penyedia barang/jasa untuk memulai
pekerjaan.
by aian
[IERN T
[k an.
|
==
LB R 3

Setelah pokja menentukan pemenang,

¢ Penyedia
* PPK

o PPK
o PjPHP/PPHP




TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK NN TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

ahapan Pelaku
p: Pengadaan

Perubahan
Kontrak;

Penghentian
Kontrak atau
Berakhirnya
Kontrak;

Pemutusan
Kontrak;

Dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan dengan gambaran yang
ditetapkan didalam kontrak, PPK dan
penyedia barang/jasa bisa melakukan
perubahan  kontrak yang meliputi,
volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis,
dan jadwal pelaksanaan.

Apabila penyedia barang/jasa belum
menyelesaikan pekerjaan pada batas
waktu yang diberikan, akan tetapi PPK
menilai  bahwa penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, maka PPK bisa
memberikan kesempatan kepada
penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
yang dicantumkan didalam addendum
kontrak yang didalamnya berisi waktu
perpanjangan, sanksi denda  atas
keterlambatan, dan perpanjangan
jaminan pelaksanaan.

Pemutusan Kontrak adalah tindakan
yang dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia
untuk mengakhiri berlakunya Kontrak
karena alasan tertentu.

PPK

PPK

Pelaku

Serah Terima Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia

Hasil Pekerjaan;

Penandatanganan
Keadaan Kahar;

meminta PPK untuk serah terima
barang/jasa. PPK akan melakukan
evaluasi terhadap komitmen TKDN
yang sebelumnya dinyatakan oleh
perusahaan pada saat mengikuti
tender.

PPK akan memeriksa barang/jasa yang
diserahkan kemudian menanda tangani
berita acara serah terima. Pada saat
acara serah terima barang/jasa, PPK
akan meminta PjPHP/PPHP untuk

memeriksa administrasi terhadap
barang/jasa  yang  akan  diserah
terimakan.

Apabila ada keadaan kahar, kontrak bisa
dilanjutkan ataupun dihentikan. Apabila
mau  dilanjutkan,  bisa  dilakukan
perubahan pada kontrak, dan kontrak
terbaru tersebut bisa melebihi tahun
anggaran. Tindak lanjut setelah kahar
diatur di dalam kontrak.

PPK




PENERAPAN TKDN
DALAM PENGADAAN YT oo S R BT
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Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014
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“Barang dimaksimalkan yaitu barang produksl dalam negeri yang memenuhi

= = i " dan P TKDN dan

, - - - _..1.__..- capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki
- capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas persen)”
= i w o Pasol & hurifb, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahn 2014
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“Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri TR ~ Bk ||t n 15 i 12
yang wajib di| untuk ThLH & 20w Privhize! W i iz i 4
butuhan dan iliki capaian TKDN dan ! 1l 1 1
capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat Pyisdpcal I U m i

puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau
sama dengan 25% (dua puluh lima persen)”

Irzze |
Posal s urufe, Feraturan enter Perindustrion Ne. 02 Tahun 2014

“Barang d:berdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang
dan iliki capaian TKDN
barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau
sama dengan 10% (sepuluh perseratus)""

nteri Perinlustrian No. 02 Tohun 2074
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Preferensi Harga
dan Harga Evaluasi

Akhir

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 PASAL 64

PENGERTIAN

DASAR HUKUM

Harga Evaluasi Akhir, yang

disebut HEA, adalah penyesuaian atau
normalisasi harga terhadap harga

i harga dan harga
evaluas! akhir diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan

dalam proses
barang/jasa, dimana unsur preferensi
harga telah diperhitungkan
berdasarkan capaian TKDN dan status
perusahaan.

Preferensi diberikan jika nilai TKDN
Barang 2 25%. Pemberian Preferensi
Harga digunakan Panitia Lelang untuk
keperluan perhitungan Harga Evaluasi

Presiden Nomor 16 Tahun
2018 dan perubahannya pada
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021

0]

[6)

@3

L

(a

Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib
memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN
lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen).

Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh
perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen)
di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur
dalam Peraturan Presiden tentang Barang/Jasa

PENGHITUNGAN HEA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 PASAL 67

Akhir (HEA) dan tidak
harga penawaran. Preferensi harga
diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawaran yang telah memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis.

RUMUS HEA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa
kewaijiban penggunaan produk dalam
negeri apabila terdapat produk dalam
negeri dimana TKDN + BMP > 40 %.

Dengan TKDN di atas atau sama
dengan 25%, preferensi barang atau
jasa i 25% dan

Penghitungan Harga Evaluasi Akhir
B2 TN, e T
Lea
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konstruksi badan usaha nasional 7,5%
Ay D e e Ly

Q.

2

3)

()
(5)

(e8]

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan
Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

arang/Jasa yang bernilai
paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar ruplarg

diberikan terhadap 9l

yang memiliki TKDN paling
rendah 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

harga untuk yan oleh badan usaha
aasional pullng tinggi 7,5% (tu]uh komey Wik g m T ks T e e
Rt 0 R T B T )
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Contoh Perhitungan
Preferensi Harga dan
Harga Evaluasi Akhir
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Harpa Evaluasi Akhir
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SANKSI TERKAIT IMPLEMENTASI
P3DN -

SAMHSI TERHADAF LEMEAGSA VERIFIKASE
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AKSELERASI P3DN

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

INSTRUKSI
PRESIDEN

Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam  Negeri (P3DN)
merupakan program yang telah lama
digaungkan sejak Tahun 2009.
Tahun 2009 adalah tahun dimana
Presiden  mengeluarkan  Inpres
Nomor Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Produk Dalam Negeri
dalam  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah. Melalui Inpres tersebut,
Presiden menginstruksikan kepada
setiap instansi pemerintah agar
memaksimalkan penggunaan
barang/jasa hasil produksi dalam
negeri atau PDN sesuai dengan
kewenangannya.
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Upaya tersebut termasuk pemanfaatan rancang bangun dan perekayasaan
nasional, penggunaan penyedia barang/jasa nasional, dan pemberian
preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa
pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.

Ve
NI

Selain itu pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan
instruksi untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini
dituangkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian



BUSINESS MATCHING

Kementerian Perindustrian sukses menggelar Business Matching Belanja
Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret
2022. Kegiatan ini juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar
Belanja Produk Dalam Negeri dalam 3 (tiga) hari. Hingga hari terakhir
pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
sebesar Rp214,1 Triliun.

Nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu,
melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam
belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi
untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga
hari diharapkan tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi
belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 1.071,4 Triliun,
dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan
UMKM.

Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan
40% saja, 40% persen saja, itu bisa men-trigger
growth economy kita, pertumbuhan ekonomi
kita yang pemerintah dan pemerintah daerah
bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen.
[Pemerintah] 1,5 - 1,7 persen, yang BUMN-nya
0,4 persen.

Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-
mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja.
Tapi kita konsisten membeli barang yang
diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-
industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita
lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak
melakukan ini, malah beli barang-barang impor.
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TKDN IK (INDUSTRI KECIL)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2022, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
melakukan penyederhanaan proses pengurusan
sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
untuk Industri Kecil (IK). Hal ini merupakan
terobosan untuk mempercepat, mempermudah, dan
memperbanyak  sertifikat TKDN dalam rangka
peningkatan penggunaan produk dalam negeri
melalui belanja pemerintah, BUMN, maupun BUMD.
Ketentuan Penghitungan TKDN IK ini diatur pada
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun
2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan
Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri
Kecil.

Melalui terobosan tersebut, proses pengurusan
sertifikat untuk IK dapat dilakukan hanya dengan dua
langkah. Pertama, permohonan sertifikasi TKDN IK
dan penginputan data melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas). Kedua, verifikasi TKDN IK.

Dengan  terobosan ini, Industri Kecil bisa
mendapatkan Sertifikat TKDN IK dengan lebih
mudah, cepat dan tanpa biaya, bahkan prosesnya
dapat dilakukan maksimal hanya dalam lima hari.

Kini pelaku industri kecil dapat melakukan
penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi
aspek bahan atau material langsung, tenaga kerja
langsung, biaya tidak langsung pabrik (factory
overhead), dan biaya untuk pengembangan.
Pengajuan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat
TKDN-IK tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas). Oleh karena itu, industri
kecil yang ingin mengajukan permohonan penerbitan
sertifikat TKDN-IK, wajib memiliki akun SIINas.

LEMBAGA VERIFIKASI
INDEPENDEN

Kementerian Perindustrian proaktif mendorong pelaksanaan program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Langkah strategis ini
guna lebih memacu produktivitas dan daya saing industri manufaktur yang
akan memberikan kontribusi signfikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam melaksanakan program tersebut, kami
memfasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN). Kami telah melakukan
beberapa terobosan dalam upaya
mempercepat, mempermudah, dan
memperbanyak sertifikasi TKDN,” kata Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
pada talkshow “Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Program Sertifikasi TDKN"

Menperin menyebutkan, sejumlah terobosan
itu di antaranya dengan menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga
Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi
Adminstratif dalam rangka Penghitungan dan
Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP).

“Regulasi yang lebih akrab disebut Permenperin LVI ini tujuannya untuk
memperbanyak jumlah lembaga verifikasi dengan membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi unit kerja verifikasi di lingkungan kementerian dan
lembaga serta badan usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi
TKDN. Diharapkan dengan banyaknya LVI, maka sertifikasi akan makin
murah biayanya dan cepat prosesnya,



WEBSITE TKDN

Panduan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian

Daftar Inventarisasi Barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang
yang telah tersertifikasi. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi
barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada
website P3DN.




TAHAPAN MENGAKSES WEBS! P3DN

1. Masukkan link http://tkdn.kemenperin.go.id/ pada mesin
pencarian (browser)

2. Akan muncul halaman utama dari website P3DN

QI =

3. Masing-masing menu dibawah pada halaman utama ini akan
memberikan informasi yang dibutuhkan

P i e

4. Untuk pencarian data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh
Kementerian Perindustrian, klik pada menu "Sertifikat" pada halaman
utama, maka akan muncul menu pencarian berdasarkan kategori yang
diinginkan

@ VN s

s leen

pada bagian "Kategori pencarian" terdapat 3 pilihan kategori yang bisa
dipilih untuk menjadi kategori pencarian

@A =2

Ny
s - aE| 1= ¥ - [ITLES E ks

orilflear

e s Y

o i gl




- pada bagian "Kata yang dicari" dimasukkan Kata sesuai kategori yang dipilih
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5. Untuk pencarian nilai TKDN Industri Kecil, klik pada menu "TKDN IK" pada

halaman utama.
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6. Untuk pencarian nilai TKDN berdasarkan kelompok barang, tahun penerbitan Rekapitulasi data Sertifikat TKDN dapat didownload berupa file excel
sertifikat atau lokasi perusahaan , klik pada menu "Rekapitulasi” pada halaman pada bagian paling bawah halaman "Rekapitulasi".
utama.
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7. Untuk pencarian tentang pertanyaan-pertanyaan terkait TKDN yang sering
ditemukan maka klik pada "FAQ" pada halaman utama, maka akan muncul
pertanyaan beserta jawaban untuk pertanyaan tersebut
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3 8. Untuk pencarian tentang Regulasi terkait TKDN, maka klik "Regulasi” pada
= = halaman utama, maka akan muncul semua dasar hukum yang berkaitan dengan
TKDN dan jika di klik akan langsung mengunduh masing-masingnya
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9. Untuk mengetahui program P3DN dan TKDN juga dapat dilihat pada video yang
ada pada menu "Video" pada halaman utama 11. Pada bagian bawah di halaman utama terdapat informasi kontak lengkap untuk
i

i

Pusat P3DN Kemenperin dan 2 surveyor independent yang melakukan sertifikasi
TKDN.
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12. Pada bagian bawah di halaman utama juga terdapat menu "Layanan
Konsultasi” dan "e-Lapor”

10. Untuk pencarian tentang Referensi Produk Dalam Negeri, maka klik
"Referensi’ pada halaman utama, maka akan muncul semua daftar perusahaan
dan produk yang diproduksi dalam negeri

Pada menu e-Lapor, perusahaan dapat melaporkan pelangaran TKDN seperti
T E pada rincian berikut :
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4. Setelah itu akan muncul hasil pencarian terkait seperti gambar berikut :
CONTOH IMPLEMENTASI TKDN PADA E-KATALOG - y T y

1. Masukkan link https://e-katalog.Ikpp.go.id/ pada mesin pencarian
(browser)

5. Kemudian pilih produk yang ingin dilihat lebih detail, sehingga akan
L muncul tampilan berikut :
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3. Untuk melihat nilai TKDN pada produk yang ada di e-katalog bisa
dilakukan dengan cara megetikkan keyword barang/perusahaan yang
ingin dicari pada kolom search

pada bagian "Score TKDN (%)" ketika diklik akan langsung terhubung atau
linked dengan website P3DN.
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